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WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2007

TENTANG

KRODEFIKASI LOKASI DAN BARANG DAERAH

WALIKOTA SURABAYA

bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menter:
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milk Daerah, maka Peraturan Walikota
Surabaya MNgmor 68 Tahun 2006 teniang Nomor Kode
Lokasi dan Nomor Kode Barang Oaerah Kota Surabaya peru
ditinjau kembali ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya
tentang Kodefikasi Lokasi dan Barang Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1850 tentarig Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengzh/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Momor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730};

Undang-Uadang Nemor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahar, Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
tembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548);

Feraturan Pemeriniah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milix MNegasa/Daerah {Lembaran MNegara Tahun 20086
Nemcr 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4509},

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Miiik Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Organisasi Sekretaniat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah
Fota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/0)),



Menetapkan

10.

1.

12.

13.

14.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Orgarisasi Sekretarat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola
Surabaya {Lembaran Daerah Kota Surcbaya Tahun 2005 Nomor
20,

Feraturan Daerah Kota Surabaya Nomeor 14 Tahun 2005 tentang
Qrganisasi Dinas Kcta Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2005 Ncmor 3/D);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 15 Tahun 2005 tentang
Qrganisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/0);

Feraluran Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Organizasi Saluan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
{Lembaran Daegrah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomer 5/0);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Crganisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/0):

Peraluran Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2005 tenlang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomar 17/0);

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2006
tentang Kegiatan Sekretanat Daerah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KOLDEFIKASI

LOKASI DAN BARANG DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMLIM

Pzsal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

Daerah adalah Kota Surabaya:;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;

Kegala Daerah adalah Walikota Surabaya;



Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang
inventaris milik daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode
barang untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status
kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing
pengguna;

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Surabaya atau perolehan lainnya yang sah;

Nomar Kade Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan/
menjelaskan lokasi Kepemilikan Barang, Provinsi, Kota, Bidang,
Satuan Kena Perangkat Daerah, Tabun Pembelian/Pengadaan
Barang dan Sub Unit Kerja;

Nomor Kode Barang Daerah adalah nomor kode vyang
menggambarkan/menjelaskan  Gelengan  Barang,  Bidang,
Kelompok, Sub Kelompeok dan Sub-sub Kelompok/jenis barang
dan Nemor Kode Register.

BAB 1l

KODEFIKASI LOKAS! DAN BARANG DAERAH

(1)

{2)

Pasal 2

Kodefikusi lokasi dan barang daerah adalah kode barang pada
sefiap barang milk daerah yang menyatakan kode Iokasi dan
kode barang. kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing
tingkatan pemerintahan dinyatakan dengan cara menuliskan
nomar kode lokasi dan nomor kode barang.

Penulisan nomot kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). adalah sebagai berikut

12 .13.30.50.15.99 . 01

1. Kode Kepemilikan —_—
(12 = Pemerintah Kota)
2. Kode Provinsi
(13 = Provinsi Jawa
Timur)
3. Kode Kota
(30 = Kota Surabaya)
4 Kode Bidang
(50 = Kecamatan)
5 Kode SKPD
(15 = Kecamatan
Gubeng)
6. Kode Tahun Pengadaan/
Perclehan {99 = 1999)
7. Kode Unit Kerja
(01 = Kelurahan Mojo)




(3

(4)

(1)

(2)

Penulisan nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat
{1), adaiah sebagai berikut :

02.06.03.02.01,0003

1. Kode Golongan (02 =
Mesin dan Peralatan)
2. Kode Bidang (06 = Alat
Kanter dan Rumah —_—
Tangga}
3. Kode Kelompok
{03 = Komputer)
3. Kode Sub Kelompok
(02 = Parsonal Komputer)
5. Kode Sub-sub Keiompok
{01 = PC. lInit)
6. Barang perolehan yang
ke 3

Penulisan kode pada barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat {2) dan ayat {3) adalah sebagai berikut

12.13.30,50.15.98.01
02.06.03.02.01.0003

BAB 1N
PEMASANGAN KODEFHCASI BARANG

Pasal 3

Kodefikast harus dicantumkan pada sefiap barang Inventaris,
kecuali apabila ruangftempat yang tersedia tidak dapat
memuatnya, cukup dicatat dalam Bl (Buku Inventaris), KIB (Kartu
inventaris Barang) dan KIR (Kartu Inventaris Ruangan).

Pencantuman kodeiikasi barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai benkut :

a. Kendaraan bermotor roda 4 {(empat) ditempatkan di bagian
luar yang mudah dilihat;

b. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditempatkan di bagian
tadan yang mudah dilihat,



(1}

{2)

(3)

{4)

C.

Kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di bagian yang
mudah dilihat;

Tanah Kosong dicantumkan pada sebuah papan yang
belukuran sekurang-kurangnya 60 x 100 cm;

Rumah Dinas Daerah dicantumkan pada tembok rumah
bagian depan sehingga tampak nyata darci jalar umum, yang
berbentuk papan kecil dengan ukuran :

1} lebar 15 cm;
2) panjang 25 cm:

3y gambar lambang Daerah berbentuk bulan ukuran garis
tzngah 6 cm;

4) tinggi huruf 2 cm.

BAB IV
NOMOR KODE LOKASI

Pasal 4

Nomor Kode Lokasi yang dipergunakan sebagai kode pada
barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri dari
14 {empatbelas) digit, yaitu .

@ ~eono o

2 {dua) digit nomor kode kepemilikan Pemerintah Kota,

2 (dua) digit nomor kode Provinsi Jawa Timur;

2 {dua) digit nomor kode Kota Surabaya;

2 {dua) digit nomor kode Bidang,

2 (dua) digit nomor kode Satuan Kerja Perangkat Daerah,
2 (dua) digit nomor kode Tahun Pengadaan/Pembelian;

2 (dua) digit nomor kode Sub Unit ketja.

Nomor kode kepemilikan Pemerintah Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a adalah nomor 12.

Nomor kode Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalak nomor 13.

Nomar kode Kota Suvrabaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ adalah nomor 30.



{5} Nomor kode Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd

{&)

(7)

{8)

merupakan pengelompokan Bidang Tugas yang terdiri dari 26
bidang, yaitu
Walikota adalah nomor 01;
Wakil Walikota adalah nomor 02;
Sokretariat Daerah adalah nomor 03;
Sekwan / DPRD adatah nomor 04;
Bidang Kimpraswil/iPU adalah nomor 05;
Bidang Perhubungan adalah nomor 06;
Bidang Kesehatan adalah nomor 07;
B.dang Pendidikan dan Kebudayaan adslah nomor 08,
Bidang Sosial adalah nomor 09;
Bidang Kependudukan adalah nomor 10,
Bidang Penanian adalah nomor 11;
Bidang Perindustnan adalah nomor 12;
. Bidang Pendapatan adalah nomor 13;
Bidang Pengawasan adalah nomcr 14;
Bidang Perencanaan adalah nomor 15;
Bigdang Lingkungan Hidup adalah nomor 1§;
B.dang Pariwisata adalah nomor 17,
Bidang Kesatuan Bangsa adalah nomor 18;
Eidang Kepegawaian adalah nomeor 19;
Bidang Penghubung adalah nomaor 20;
Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi adalah
nomor 21;

v. Bideng BUMD adalah nomor 22;

ys. Bidang Fertanahan adalah nomor 23;

x. Bidang Ketentraman dan Ketertiban adalah nomor 24;
Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah nomor 25;
Zz. Kesamatan adalah nomor 50.
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e

Nomor kode Satuan Kera Perangkat Daerah ({SKPD}
sebagaimana dimaksucd pada ayat {1) huruf e merupakan
penjabaran dari Bidang Tugas kepada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (3KPD} sesuai struktur organisasi pada Pemerintah Kota
Surabaya.

Kode Tahum Pembelian/Pengadaan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf [ dituliskan 2 {dua) angka terakhir
pada tahun. Barang vyang tidak diketahui Tahun
Pembelianfperolehanaya, dibandingkan dengan barang yang
sama, sejenis, type, merk, bahan dsb. Penetapan prakiraan tahun
tersebut ditetapkan oleh Pengurus barang.

Nomor kode Sub Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g untuk masing-masing SKPD diberi Nomor urut kode sub
unit sesuai sfruktur organisasi perangkat daerah mulai dari nomor
01 dan seterusnya sampai sejumiah sub Unit/Satuan Kerja dalam
SKPD tersebut.



(9)

{10)

(1)

{2)

(3}

(4

Nomor kode Iockasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
ditambah 4 (empat) digit yang selanjuinya disebut nomor kode
keberadaan barang yang dibakukan dengan memperhatikar,
lokasi-lokasi keberadaan barang pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan sub unit kerja.

Nomor kede sub unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dan sekaligus nomor kode keberadaan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) tercantum galam lampiran Il Peraturan
Walikota ini.

BAB V
NOMOR KODE BARANG

Pasal b

Nomor kode barang terdiri dari 14 {empatbelas; digit, yaitu
2 (dua) digit nomer kode golongan barang,

2 (dua) digit nomor kode bidang barang;

2 {dua) digit nomor kode kelompok barang;

2 (dua) digit nomor kode sub kelompok barang;

2 (dua) digit nomor kode sub-sub kelompokijenis barang;
4 (ermpat) digit nomor kode register.

~0 Q0o

Nomor kode Golongan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut :

. Tanah adalah nomor 01,

b. Mesin d2n Peralatan adalah nomor 02,

¢. Gedung dan Bangunan adalah nomor 03,

d. Jalan, liigasi dan Jaiingan adalah nomar 04;

e

f.

. Aset Tetap Lainnya adalah nomar 05;
Konstruksi dalam Pengerjaan adalah nomor 06,

Golongan  harang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya merupakan bentuk Kartu Inventaris Barang (KIB),
yaity :

a. Tanah KIB A)

b. Mesin dan Peralatan (KIB B).

¢. Gedung dan Bangunan (KIB C).

d. Jaian, Irigasi dan Jaringan (KIB D).

e. Aset Tetap Lainnya adalah {KIB E).

f. Kaonstruksi dalam Pengerjaan (KIB F).

Penulisan Nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus dan
tercantum dalam lampiran Ill Peraturan Walikota ini,



BAE VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada saat Peraturan Walkota ini mulal perlaku, maka Peraturan
VWalikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2006 tentang Nomor Kode

Lokasi dan Nomor Kode darang Daerah Kota Surabaya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Walikota im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Septembe) 2007

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI| HARTONO

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 13 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd
SUKAMTOC HADI
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAAUN 2007 NOMOR 45
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
el |n|stra*=;| Pemerintahan




